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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak pemekaran Kecamatan 

Tanjung Baru terhadap kesejahteraan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan pemekaran wilayah secara normatif bertujuan untuk 

memperpendek rentang kendali pemerintahan, mendekatkan pelayanan 

publik, serta mempercepat pembangunan daerah guna mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah juga diharapkan mampu 

memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan memperluas 

akses masyarakat terhadap hak-hak dasar. Namun demikian, realisasi 

kebijakan pemekaran Kecamatan Tanjung Baru belum sepenuhnya mampu 

mewujudkan tujuan tersebut secara optimal dan berkelanjutan, baik dari 

aspek sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik. 

Dari aspek kependudukan, meskipun seluruh penduduk telah tercatat 

secara administratif, kepadatan penduduk yang cukup tinggi belum diimbangi 

dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelayanan publik. Kondisi 

ini berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas dasar 

seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, sehingga kualitas hidup 

masyarakat belum mengalami peningkatan yang signifikan pasca pemekaran. 

Kepadatan penduduk juga memberikan tekanan terhadap ketersediaan 

lapangan kerja dan sarana ekonomi produktif, yang pada akhirnya 

memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. 

Dalam bidang kesehatan, pemekaran Kecamatan Tanjung Baru belum 

diikuti dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan 

merata. Keterbatasan puskesmas rawat inap serta tenaga kesehatan yang 

belum mencukupi menyebabkan masyarakat masih harus mengakses 

pelayanan kesehatan lanjutan ke luar wilayah kecamatan. Kondisi ini tidak 



 

 

hanya meningkatkan beban biaya dan waktu tempuh masyarakat, tetapi juga 

berpotensi menurunkan kualitas derajat kesehatan masyarakat secara 

keseluruhan. Dengan demikian, pemekaran wilayah belum sepenuhnya 

berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan 

sebagaimana diharapkan. Pada sektor pendidikan, meskipun telah tersedia 

sejumlah fasilitas pendidikan dasar dan menengah pertama, keterbatasan 

sarana pendidikan lanjutan, khususnya tidak tersedianya Sekolah Menengah 

Atas (SMA), menyebabkan masyarakat harus melanjutkan pendidikan ke luar 

wilayah kecamatan. Hal ini berdampak pada meningkatnya beban ekonomi 

keluarga serta berpotensi menghambat keberlanjutan pendidikan bagi 

masyarakat dari kelompok ekonomi lemah. Hambatan struktural dalam akses 

pendidikan lanjutan ini turut memengaruhi rendahnya kualitas sumber daya 

manusia masyarakat dan membatasi kemampuan masyarakat dalam 

meningkatkan kesejahteraan secara jangka panjang. 

Dalam aspek ketenagakerjaan dan ekonomi, pemekaran Kecamatan 

Tanjung Baru belum menunjukkan dampak signifikan terhadap penciptaan 

lapangan kerja baru, khususnya di sektor formal. Struktur ekonomi 

masyarakat masih didominasi oleh sektor pertanian tradisional dan usaha 

kecil dengan skala terbatas yang sangat bergantung pada faktor alam dan 

fluktuasi harga pasar. Ketergantungan pada sektor pertanian subsisten 

menyebabkan pendapatan masyarakat tidak stabil dan relatif rendah, 

sehingga kesejahteraan ekonomi rumah tangga belum mengalami 

peningkatan yang berarti pasca pemekaran wilayah.  

Dari segi taraf dan pola hidup, masyarakat Kecamatan Tanjung Baru 

masih hidup dalam pola sederhana dengan orientasi pada pemenuhan 

kebutuhan dasar. Meskipun nilai kebersamaan dan gotong royong masih kuat 

sebagai modal sosial masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana dasar 

seperti infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan turut 

membatasi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pola 



 

 

hidup sederhana tersebut lebih mencerminkan kemampuan adaptasi 

masyarakat terhadap keterbatasan ekonomi dan fasilitas publik daripada 

peningkatan kesejahteraan yang substantif. Dalam konteks kemiskinan, 

pemekaran Kecamatan Tanjung Baru belum menunjukkan dampak signifikan 

terhadap penurunan kemiskinan struktural. Sebagian masyarakat masih 

berada dalam kategori ekonomi lemah, terutama mereka yang 

menggantungkan hidup pada sektor pertanian tradisional dan pekerjaan 

informal dengan pendapatan tidak menentu. Program bantuan sosial yang 

telah disalurkan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu 

mengatasi akar permasalahan kemiskinan, seperti rendahnya tingkat 

pendidikan, keterbatasan keterampilan, dan minimnya lapangan pekerjaan. 

Akibatnya, sebagian masyarakat masih berada dalam kondisi rentan secara 

ekonomi dan sosial. 

Dalam perspektif siyāsah syar‘iyyah, pemekaran Kecamatan Tanjung 

Baru secara normatif memiliki legitimasi yang kuat karena bertujuan 

mendatangkan kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ), menghilangkan kesulitan 

struktural (raf‘ al-ḥaraj), serta memperluas akses masyarakat terhadap hak-

hak dasar mereka. Kebijakan pemekaran wilayah juga sejalan dengan tujuan 

syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), khususnya dalam perlindungan jiwa (ḥifẓ al-

nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan harta (ḥifẓ al-māl). Namun demikian, realisasi 

empiris kebijakan tersebut di Kecamatan Tanjung Baru belum sepenuhnya 

memenuhi tujuan maqāṣid al-syarī‘ah secara substantif dan menyeluruh, 

karena keterbatasan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta lemahnya 

struktur ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa perlindungan jiwa, akal, 

dan harta masyarakat belum terealisasi secara optimal. 

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

pemekaran Kecamatan Tanjung Baru belum sepenuhnya mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan 

berkelanjutan. Pemekaran wilayah baru sebatas menghasilkan perubahan 



 

 

administratif dan sebagian perbaikan akses pelayanan publik, namun belum 

diikuti dengan peningkatan signifikan dalam kualitas hidup masyarakat, 

khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pengentasan 

kemiskinan. Oleh karena itu, pemekaran wilayah perlu dipahami bukan 

sebagai tujuan akhir kebijakan publik, melainkan sebagai sarana (wasīlah) 

untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang harus 

terus diikuti dengan kebijakan lanjutan yang terencana, terintegrasi, dan 

berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. 

5.2 Saran 

1. Saran kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan 

Pemerintah daerah dan pemerintah Kecamatan Tanjung Baru 

disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan 

pemekaran wilayah, khususnya dalam aspek peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Pemekaran wilayah tidak seharusnya berhenti pada perubahan 

administratif semata, tetapi harus diikuti dengan penguatan pelayanan publik 

dan pemerataan pembangunan yang nyata dan berkelanjutan.Dalam bidang 

pelayanan publik, pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan dan kualitas 

sarana kesehatan dan pendidikan. Penambahan fasilitas kesehatan yang 

memiliki layanan rawat inap serta pendirian sekolah menengah atas (SMA) di 

Kecamatan Tanjung Baru menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin hak 

masyarakat atas pelayanan dasar. Upaya ini sejalan dengan prinsip keadilan 

(al-‘adl) dalam siyasah syar’iyyah yang menuntut pemerataan pelayanan 

sesuai kebutuhan masyarakat. 

2. Saran dalam Bidang Pembangunan dan Infrastruktur 

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran 

pembangunan, khususnya untuk infrastruktur jalan yang menjadi penunjang 

utama aktivitas ekonomi masyarakat.  Pembangunan dan perbaikan jalan 

perlu dilakukan secara bertahap namun berkelanjutan dengan 



 

 

memperhatikan kondisi geografis Kecamatan Tanjung Baru yang berbukit dan 

rawan longsor. Selain itu, diperlukan perencanaan pembangunan yang lebih 

partisipatif dengan melibatkan pemerintah nagari dan masyarakat secara 

aktif. Hal ini penting agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai 

dengan kebutuhan riil masyarakat dan mencerminkan penerapan prinsip 

musyawarah (shu ra ) sebagaimana diajarkan dalam siyasah syar’iyyah. 

3. Saran dalam Bidang Perekonomian dan Ketenagakerjaan 

Pemerintah disarankan untuk mendorong diversifikasi ekonomi 

masyarakat agar tidak hanya bergantung pada sektor pertanian tradisional. 

Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan 

kewirausahaan, serta pemberian akses permodalan perlu ditingkatkan guna 

Upaya tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip maslahah mursalah, 

yaitu kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan kemanfaatan ekonomi 

jangka panjang dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan 

sosial. Pemerintah juga diharapkan dapat menarik investasi yang berbasis 

potensi lokal agar pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara 

berkelanjutan. 

4. Saran dalam Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran tidak dapat 

dilepaskan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, 

pemerintah disarankan untuk memperluas program pendidikan nonformal 

dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat usia produktif. Program tersebut 

diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola 

potensi ekonomi lokal dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. 

5. Saran dalam Penanggulangan Kemiskinan 

Penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tanjung Baru hendaknya 

tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan sosial yang bersifat sementara, 

tetapi juga diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang 

berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan yang diberikan 

tepat sasaran dan disertai dengan pendampingan agar masyarakat dapat 



 

 

mandiri secara ekonomi.Pendekatan ini sejalan dengan prinsip amanah dan 

tanggung jawab (mas’uliyyah) dalam siyasah syar’iyyah, di mana pemerintah 

berkewajiban memastikan kebijakan yang diambil benar-benar membawa 

manfaat dan tidak menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan. 

6. Saran bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian 

lanjutan dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari segi wilayah maupun 

metode penelitian. Penelitian kuantitatif atau studi komparatif dengan 

kecamatan lain yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan pasca 

pemekaran dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai 

efektivitas kebijakan pemekaran wilayah. 
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